BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Gambaran Umum Perusahaan

Sebuah Perusahaan tentunya memiliki sejarah dan latar belakang, setelah perusahaan tersebut terbentuk dan mulai berjalan, maka terbentuklah visi dan misi perusahaan serta stuktur organisasinya. Dari visi dan misi tersebut dapat terlihat kekuatan strategi dari sebuah perusahaan.

2.1.1 Sejarah Perusahaan

a. Fase Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1905

Bandung Electroteit Maatsshapiji ( BEM ) didirikan dengan tugas untuk membuat atau membangun jaringan listik di kota bandung pada tahun 1913 sedangkan Land Waterkrecat Bedonji ( LWB ) berugas dibidang pengusaha pembangkit dan penyalur tenaga lisrik yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Indonesia pada tahun 1919.

Menurut akte pendirian perusahaan pelistrikan nomor 213 tanggal 31 Desember 1919 dihadapan notaries Mr.Adrian Hendrik Van Opsshulsen dimana BEM dihapuskan dan digabungkan menjadi “ GEBEO ” bandung, kemudian setelah pendirian akte notaries tersebut dibuat, maka pada tahun 1912 GEBEO dibandung berdiri tepatnya pada tanggal 1 Januari 1921.
b. Fase Pemerintahan Jepang Pada Tahun 1942-1945

Pada Masa Pemerintahan Jepang ini, perindustrian tenaga listrik diusahakan oleh Djawa “ Denki Djogyosha Bandung Shisho ” sedangkan untuk pembangkitan dan penyalurannya dilakukan oleh dua instansi yaitu periode 1943-1945 oleh Denki Djogya dan pada tahun1943-1945 oleh Denki Kosta.

c. Fase Pemerintahan Republik Indonesia ( Kemerdekaan )

Pada masa Revolusi perjuangan fisik, perindustrian dinegara Indonesia khususnya di Jawa Barat dilaksanakan oleh jawatan poltik. Pada tahun 1948 pemerintah belanda masuk ke Indonesia, maka dari itu pemerintah republik Indonesia pindah ke yogyakarta.sedangkan pengusahaan dan pendistribusian tenaga lisrik khusunya jawa barat termasuk Jakarta dilaksanakan oleh GEBEO kembali. Pembangkitan dan penyebarannya tetap dikelola oleh pemerintah republik Indonesia yaitu tepatnya pemerintahan atau perusahaan Negara pembangkit listrik yang diangkat menjadi “ PENUSPETE”. Pada tahun1957, terjadi nasionalisasi perusahaan milik asing, maka dengan adanya nasionalisasi tersebut GEBEO diambil alih pada tanggal 27 Desember 1957

Sehubungan dengan nasionalisasi ini, maka pada tahun 1958 dikeluarkan peraturan pemerintah No.86 tahun1958, PP No.18 tahun1959, PP pengganti Undang-Undang No.19 tahun 1960 tentang perusahaan Negara. Maka berdasarkan PP tahun 1959 tersebut GEBEO di Bandung dinyatakan menjadi perusahaan milik Negara.

Berdasarkan PP No.67 dibentuk Badan Pimpinan Umat Perusahaan Listrik Negara yang disingkat BPU PLN. Tetapi berdasarkan PP No.19 tahun 1965 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perusahaan Umum dan Tenaga Kerja No.1/DPRT/1965 tanggal 21 januari 1965 diadakan reorganisasi, dimana BPU-PLN dihapuskan dan dibentuk susunan organisasi PLN yang disebut dengan Perusahaan Umum Listrik Negara Exploitasi dan di jawa barat disebut dengan Exploitasi XI yang berkedudukan dibandung termasuk dengan cabang-cabangnya.

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 dari peraturan pemerintah No.19 tahun 1965 yaitu peraturan pemerintah No.11 tahun 1969 maka status PLN menjadi perusahaan Umum ( Perum ). Sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.9 tahun 1969 dengan nama Listrik Negara, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut Perusahaan yang dilakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. 

Menurut surat keputusan presiden Republik Indonesia No.125, dikatakan bahwa PLN adalah suatu perusahaan yang termasuk kedalam instansi perusahaan vital, dan menurut peratuan pemerintah No.18 1972 dikatakan bahwa tujuan dari perusahaan umum listrik Negara adalah untuk membangun ekonomi, ketahanan nasional dibidang pengusahaan tenaga listrik dan mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.

Pada tahun1994 sampai dengan sekarang PLN berubah bentuk perusahaan dari perusahaan umum menjadi PT PLN ( Persero ).hal inisesuai dengan peraturan pemerintah No.23 tahun 1995 tentang PULN menjadi Perseroan, maka segala hak dan kewajiban, serta kekayaan pegawai PULN yang saat pembubarannya, beralih pada PT PLN ( Pesero ) yang bersangkutan dimana dengan pembubaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

d. Perkembangan PT. PLN ( Persero )

Penyelenggaraan fasilitas kelistrikan di Indonesia umumnya dikelola oleh PT PLN, mulai dari pembangkit sampai End User menggunakan jaringan tenaga tinggi, menengah, rendah, gardu-gardu induk dan gardu distribusi sampai kekonsumen. Pabrik-pabrik dan perusahaan banyak yang menyediakan pembangkit sendiri untuk kepentingan sendiri, terutama dilokasi yang belum terjangkau jaringan PLN. Namun kondisi ini mulai berubah beberapa tahun terakhir, karena keterbatasan dana disatu sisi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat disisi lainnya. kebijakan ini seiring dengan pola perkembangan global diseluruh dunia. 

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1994, tanggal 16 juni 1994, maka PLN semula berbentuk PERUM ( Perusahaan Umum ) listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sejak tanggal 30 Juli 1994, sesuai akte pendirian. Selanjutnya sesuai keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT.PLN (Persero)Distribusi Jawa Barat di ubah menjadi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

2.1.2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa penyediaan tenaga listrik, PT.PLN (Persero) ini tentunya memiliki visi, misi dan nilai perusahaan.

Visi Perusahaan adalah diakui menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi Perusahaan diantaranya adalah :

1. Melakukan bisnis kelistrikkan dan bidang usaha tekait yang berorientasi  kepada kepuasan pelanggan, karyawan dan pemegang saham.

2. Menjadikan tenaga lisrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjalankan kegiataan usaha yang berwawasan lingkungan.

Nilai-Nilai Perusahaan PT. PLN diantaranya adalah :

         1.   Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar

         2.   Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan 

               Senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat

               memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai.

         3.   Penghargaan pada harkat dan martabat manusia

               Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan

               dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam

               menjalankan bisnis.

         4.   Integritas

               Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan obyektifitas dalam

               pengelolaan bisnis.
         5.   Kualitas produk

               Meningkatkan kualitas dan keandalan produk secara terus-menerus dan

               terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan 


   perusahaan

         6.   Peluang untuk maju

               Memberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap 

               anggota perusahaan untuk beprestasi dan menduduki posisi sesuai            

               dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan.

         7.   Inovatif

               Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota

               perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan   

               karya inovatif

         8.   Mengutamakan kepentingan perusahaan

               Konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan

               Menjamin dalam setiap keputusan yang diambil demi kepentingan

               perusahaan

         9.   Pemegang saham 

               Dalam pengambilan keputusan bisnis akan berorientasi pada upaya

               meningkatkan nilai investasi pemegang saham.

   
Demi mewujudkan Visi, Misi dan Nilai Perusahaan, maka landasan filosofi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat adalah : “Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pelanggan dengan menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber daya penting perusahaan”.

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan
 
PT.PLN Wilayah Bandung Barat di kepalai oleh Direktur Utama atau direksi yang tugasnya membawahi beberapa departemen, tetapi kinerja Direktur Utama Diawasi oleh Dewan Pengawas (supervisor council) serta mengawasi kinerja dari kantor wilayah (Regional Office) dan Kantor Cabang.  Hal ini dapat dilihat dari Bagan struktur organisasi PT.PLN             ( Persero ) distribusi Jawa  Barat dan Banten UPJ Bandung Barat pada gambar 2.1
2.3. Diskripsi Jabatan ( Pembagian dan Penjabaran Tugas ) Perusahaan

Adapun tugas dari bagian yang ada pada struktur organisasi pada


PT.PLN UPJ Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Manager
Tugas dan fungsi dari seorang Manager pada PT.PLN  adalah sebagai berikut :

1.  Kinerja Unit
2.  Citra Perusahaan
3.  Good Coorporate Government (GCG)
4.  Hubungan kerja dan komunikasi yang efektif
5.  Pembinaan dan Pengembangan SDM

6. Monitoring Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Pelanggan TR < 200  KVA
2. Supervisor Sambungan Pelanggan
      Tugas dan fungsi dari seorang Supervisor Sambungan Pelanggan
adalah sebagai berikut :

1.  Kinerja Sambungan Pelanggan
2.  Survei data teknik dan RAB
3.  Penyambungan PB/PD ( pemasangan SL S.D APP )
4.  Bongkar Rampung
5.  Pemeliharaan APP
6.  Pelaporan kegiatan sambungan kegiatan
3. Supervisor Pelayanan Pelanggan
      Tugas dan fungsi dari Supervisor Pelayanan Pelanggan adalah sebagai  berikut :

1.  Kinerja Pelayanan
2.  Peningkatan Pendapatan
3.  Informasi Pelayanan dan Promosi
4.  Counter desk Pelayanan
5.  Administrasi Pelanggan

6.  Pelaporan TUL
4. Supervisor Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening

      Tugas dan fungsi dari Supervisor Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening  adalah sebagai  berikut :

1.  Kinerja pembacaan meter 
2.  Manajemen Cater
3.  Pengawasan Cater
4.  Editing data Stand Meter
5.  Pengawasan DPK dan DLPD

6. Cetak atau proses rekening untuk diserhkan ke supervisor  Pengendalian Penagihan

7.  Pemeliharaan RBM

8.  Pengoperasian Sistem Operasi

9.  Analisa Susut


5.   Supervisor Pengendalian Penagihan

Tugas dan fungsi dari Supervisor Pengendalian Penagihan  adalah sebagai  berikut :

1. Kinerja Penagihan

2. Manajemen Penagihan

3. Pengawasan Hasil penjualan rekening

4. Pengawasan Piutang

5. Penyelesaian Piutang Ragu-ragu

6. Pemutusan Sementara

7. Administrasi Bongkar Rampung

8. Pelaporan TUL

6.   Supervisor Keuangan dan Administrasi

Tugas dan fungsi dari Supervisor Keuangan dan Administrasi adalah sebagai  berikut :

      1. Administrasi Keuangan

      2. Akuntansi

      3. Adminstrasi SDM

      4. Sekretariat dan Umum

      5. Pelaporan Keuangan

7.   Supervisor Distribusi (TR)

Tugas dan fungsi dari Supervisor Supervisor Distribusi (TR) adalah sebagai  berikut :

      1. Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Distribusi (TR)

      2. Perencanaan Operasi Sistem Distribusi (TR)

      3. Operasi Distribusi (TR)

      4. Survei Data Teknik dan RAB 

      5. Penyambungan PB / PD (Pelanggan TR )

      6. Pelayanan Teknik Gangguan ( Piket )

      7. Pelaporan Kegiatan operasi distribusi

      8. Perencanaan Pemeliharaan Jaringan

      9. Pemeliharaan Jaringan Tegangan Rendah s.d sambungan rumah

      10 Pelaporan kegiatan pemeliharaan distribusi

8.   Supervisor P2TL

      Tugas dan fungsi dari Supervisor P2TL adalah sebagai  berikut :

      1. Perencanaan P2TL

      2. Operasi P2TL

      3. Pelaporan Perencanaan Operasi P2TL

      4. Melaksanakan Target Operasi

      5. Administrasi P2TL

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan


Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik diharapkan pertumbuhan listrik akan normal kembali. Prospek usaha PLN pada pasar rumah tangga maupun industri dan bisnis masih merupakan peluang bisnis yang besar karena rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita masih rendah serta Indonesia sendiri masih dalam tahap awal industrialisasi.



Guna memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dalam 10 tahun ke depan diperlukan investasi sebesar US$ 18,1 Miliar untuk tambahan kapasitas Pembangkit sebesar 15.731 MW dan tambahan jaringan Transmisi sepanjang 9.907 kms.



PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Jawa Barat mempunyai wilayah kerja seluas 42.196,09 km. ini meliputi 23 pemerintahan daerah tingkat dua serta 6.353 desa yang tersebar diseluruh profinsi jawa barat dan banten kecuali tangerang. Didalam operasionalnya, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dibantu oleh 15 kantor cabang. 1 unit pengaturan distribusi, 4 kantor Unit Pelayanan Jaringan, 77 kantor Unit Pelayanan Pelanggan, 7 kantor ranting serta 140 kantor jaga. Seluruh kantor itu dilayani oleh 4.028 karyawan yang berusia antara 26 hingga 56 tahun serta berpendidikan mulai SMA sampai S-2.



Sesuai undang-undang No.15  tahun 1985, pembangunan sektor kelistrikan di PT PLN distribusi jawa barat didasarkan pada asas manfaat, keadilan dan pemerataan, kemandirian serta kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan listrik hingga pedesaan pun menjadi fokus perhatian. Pembangunan listrik masuk desa oleh PT. PLN dalam rangka mengatasi kesenjangan pendapatan dan menggiatkan industri pedesaan. Tujuannya, meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui penyediaan tenaga listrik untuk mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.



Pembangunan listrik pedesaan di jawa barat dan banten berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada awal pembangunan listrik pedesaan pada pelita II, jumlah desa berlistrik di jawa barat dan banten baru sekitar 456 desa, dengan pelanggan sejumlah 139.028  dan daya tersambung 56.282,68 kVA. Sekarang desa yang sudah mempunyai listrik sudah mencapai 6.280 desa atau sebesar  98,32 % dari desa yang ada, dengan pelanggan sejumlah 4,479,858 dan kVA tersambung 3.124.626,57 kVA

